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RINGKASAN

Pentingnya hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait implementasi Pasal 56
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP
bertujuan menciptakan proses peradilan yang adil dan transparan dengan
menghormati hak asasi manusia , seringkali putusan pengadilan dijatuhkan tanpa
pendampingan penasihat hukum , yang memunculkan pertanyaan tentang
implementasi  keadilan dan perlindungan HAM,Beberapa faktor yang
melatarbelakangi masalah ini antara lain keterbatasan akses terhadap bantuan
hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaktahuan tersangka
atau terdakwa tentang hak-hak mereka. Selain itu, tekanan waktu dan beban kerja
aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Dampak dari ketiadaan
pendampingan ini sangat serius, tidak hanya melanggar hak-hak tersangka atau
terdakwa tetapi juga berpotensi menimbulkan miscarriage of justice dan merusak
integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Hak atas bantuan hukum krusial
sejak tahap penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, karena tahapan
ini menentukan arah dan hasil proses peradilan. Namun, dalam praktiknya,
pemeriksaan sering dilakukan tanpa pendampingan, membuat tersangka rentan
terhadap tekanan atau intimidasi. Meskipun Pasal 56 KUHAP secara eksplisit
menyatakan hak tersebut, banyak tersangka tidak menyadarinya atau tidak

memiliki akses penasihat hukum, diperparah oleh keterbatasan sumber daya



bantuan hukum, terutama di daerah terpencil. Ketika perkara dilimpahkan ke
kejaksaan, proses penuntutan juga sering berlangsung tanpa pendampingan,
membuat terdakwa berisiko lebih besar tanpa pembelaan memadai. Fenomena ini
terjadi karena ketidaktahuan tersangka, kurangnya sosialisasi, dan implementasi
yang tidak konsisten oleh aparat penegak hukum.

Pendampingan oleh penasihat hukum adalah esensi keadilan prosedural dan
jaminan normatif dalam penegakan hukum yang adil. Tanpa penasihat hukum,
tersangka berisiko tidak memahami hak-haknya, dipaksa memberikan keterangan,
atau mengalami tekanan. Implementasi Pasal 56 KUHAP di kepolisian
menghadapi tantangan kesadaran tersangka, ketersediaan penasihat hukum, dan
persepsi aparat yang memandang penasihat hukum sebagai penghambat proses. Di
kejaksaan, masalah serupa berlanjut, menunjukkan masalah struktural dan
sistematis dalam komitmen institusi penegak huku,Pasal 56 KUHAP mewajibkan
penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana
lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pelanggaran
ternadap kewajiban ini, khususnya dalam kasus wajib, dapat menyebabkan
putusan pengadilan cacat hukum, baik secara formil maupun materiil. Pandangan
dominan dan yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang
dijatuhkan dalam kondisi demikian adalah batal demi hukum. Artinya, seluruh
proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa pendampingan wajib dianggap cacat
formil dan berakibat Hukum putusan pengadilan tanpa pendampingan hukum,
khususnya untuk kasus wajib sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dapat dianggap
cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui upaya hukum seperti banding,
kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Pelanggaran ini merusak prinsip kepastian
hukum dan keadilan prosedural.Dampak dari ketiadaan pendampingan hukum
juga mengancam integritas proses hukum, membuka ruang penyalahgunaan
wewenang, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
peningkatan sosialisasi intensif mengenai hak atas bantuan hukum kepada

masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, perluasan akses terhadap



bantuan hukum berkualitas melalui penguatan organisasi bantuan hukum dan
optimalisasi anggaran negara menjadi krusial. Penting juga membangun sinergi
dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum dan penasihat
hukum , serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan internal yang ketat untuk

mencegah putusan yang batal demi hukum.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Pidana, Tanpa Penasehat Hukum, Pasal
56.

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, bertujuan untuk
menciptakan proses hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia. Salah
satu hak penting dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk
didampingi pengacara, seperti yang tertulis dalam Pasal 56. Namun, seringkali
terjadi putusan pengadilan dijatuhkan tanpa adanya pendampingan hukum ini.
Penelitian ini ingin melihat bagaimana Pasal 56 KUHAP ini diterapkan di
kepolisian dan kejaksaan, serta apa akibat hukumnya jika putusan pengadilan
diberikan tanpa pendampingan pengacara. Kami menggunakan metode penelitian
hukum yang fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori-teori
hukum.

Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak
orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat
penegak hukum yang kurang peduli, dan anggaran negara yang minim untuk
bantuan hukum. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan
pengacara, terutama untuk kasus yang wajib didampingi, bisa dianggap cacat
hukum dan berpotensi batal. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum,

keadilan dalam proses, dan hak asasi manusia.



Dampak dari tidak adanya pendampingan hukum ini sangat serius. Selain
melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bisa menyebabkan kesalahan
dalam penjatuhan hukuman. Hal ini merusak integritas sistem peradilan secara
keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan karena tidak semua orang punya
akses yang sama terhadap bantuan hukum,Langkah perbaikan yang disarankan
adalah sosialisasi yang lebih gencar, memperkuat lembaga bantuan hukum,
meningkatkan profesionalisme aparat, pengawasan rutin, dan memanfaatkan
teknologi. Penting juga untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum dan

memastikan negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bantuan hukum
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ABSTRACT

Keywords: Criminal Court Verdict, Without Legal Counsel, Article 56

Indonesia's criminal justice system, regulated by the Criminal Procedure Code
(KUHAP) , aims to create a fair legal process that respects human rights. A
crucial right within the KUHAP is the right of suspects or defendants to be
accompanied by a lawyer, as stipulated in Article 56. However, court verdicts are
often handed down without this legal assistance.

This study aims to examine how Acrticle 56 of the KUHAP is applied by the police
and prosecutors, and what the legal consequences are if a court verdict is rendered
without legal representation. We utilized a legal research method focusing on the
analysis of regulations, court decisions, and legal theories.

The findings indicate that the implementation of Article 56 KUHAP still faces
numerous obstacles. Many individuals remain unaware of their rights, the
availability of lawyers is limited, law enforcement officials show insufficient
concern, and state budget for legal aid is minimal. Court verdicts issued without
legal counsel, particularly for cases where representation is mandatory, can be
considered legally flawed and potentially void. This contradicts the principles of
legal certainty, procedural justice, and human rights.

The impact of the absence of legal assistance is extremely serious. Besides
violating the rights of suspects or defendants, it can also lead to miscarriages of
justice. This damages the integrity of the entire judicial system and creates

injustice because not everyone has equal access to legal aid. Recommended



improvements include more intensive public awareness campaigns, strengthening
legal aid institutions, enhancing professional conduct among law enforcement
officials, routine oversight, and leveraging technology. It is also vital to shift the
mindset of law enforcement and ensure the state allocates sufficient budget for

legal aid
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